BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAVAR

NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51

Menimbang :

Mengingat

TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Gubernur Sulawesi

Selatan Nomor 813/IV/Tahun 2023 tentang Pemberian Bantuan

- Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

Tahun 2023, maka Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran
2023 perlu diubah dan ditinjau kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 51
Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undg_ng Nomor 2 Tahuin 2020 tentang Penetapan Peratiiran
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten
Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4889);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tugas
dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 18
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6224);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7 S54);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi  Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
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dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan  Selayar
Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);

1. Surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, nomor 518/462/V/2023/Disdagkum,
tanggal 3 Mei 2023, perihal Permohonan Perubahan
Parsial;

2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,
nomor 800/87/V/2023/DIS.PMD, tanggal 4 Mei 2023,
perihal Permohonan Persetujuan Mendahului Penetapan

Perda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023;

3. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,
nomor 800/88/V/2023/DIS.PMD, tanggal S5 Mei 2023,
perihal Permohonan Penambahan Anggaran Pendamping
Stunting;

4. Surat Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, nomor 518/475/V/2023/Disdagkum,
tanggal 8 Mei 2023, perihal Permohonan Dana
Pendamping;

S. Surat Sekretariat Daerah,
nomor 900/84/V/2023/Umpro, tanggal 9 Mei 2023,
perihal Permohonan Pergeseran Anggaran TA.2023;
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6.Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,

10.

nomor 900/384/V/2023/Disparbud, tanggal 22 Mei
2023, perihal Perubahan Parsial;

. Surat Kepala Dinas Perhubungan,

nomor 551/351/V/2023/DISHUB, tanggal 22 Mei 2023,
perihal Permohonan Usulan Penambahan Anggaran;

- Surat Kepala Dinas Perhubungan, nomor

800/581/V/2023/DISHUB, tanggal 29 Mei 2023, perihal
Permohonan Perubahan Parsial;

.Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,

nomor 900/410/V/2023/Disparbud, tanggal 29 Mei
2023, perihal Perubahan Parsial;

Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah, nomor 900/310.a/V/2023/BPKPD,
tanggal 31 Mei 2023, perihal Permohonan Persetujuan
Mendahului Penetapan Anggaran Perda APBD Perubahan
TA.2023;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBALAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023
Nomor 758) diubah sebagai berikut -

1. Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Dinas Perdagangan,
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diubah dengan Kode Rekening
2.17.07.2.01.02 pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil
dan Usaha Mikro Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan

Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan
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Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Sub
Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro dengan perubahan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa diubah, dengan Kode Rekening 2.13.05.2.01.09 pada
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan
Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehjateraan
Keluarga dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Sekretariat Daerah
diubah dengan Kode Rekening 4.01.01.2.07 pada Program Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan perubahan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan diubah dengan Kode Rekening sebagai berikut :

a. Kode Rekening 3.26.03.2.01 pada Program Pemasaran Pariwisata
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,
Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota;

b. Kode Rekening 3.26.01.2.08 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah Kab/Kota Kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah;

c. Kode Rekening 2.22.02.2.01.01 pada Program Pengembangan
Kebudayaan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perlindungan,

Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Kebudayaan;
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Kode Rekening 2.22.02.2.02.01 pada Program Pengembangan
Kebudayaan Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perlindungan,
Pengembangan, Pemanfaatan Obyek Pemajuan Tradisi Budaya,

dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Dinas Perhubungan
diubah dengan Kode Rekening sebagai berikut :

a.

Kode Rekening 2.15.03.2.12.03 pada Program Pengelolaan Pelayaran
Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperaian
Pelabuhan Pengumpan Lokal Sub Kegiatan Pengoperasian dan
Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal;

Kode Rekening 2.15.02.2.01.03 pada Program Penyelenggaraan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan Penetapan Rencana Induk
Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan
Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;

dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- Ketentuan dalam Lampiran II Urusan Wajib Organisasi Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah diubah dengan Kode Rekening sebagai
berikut :

a.

Kode Rekening 5.02.02.2.04.09 pada Program Pengelolaan Keuangan
Daerah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan
Daerah Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;

Kode Rekening 5.02.02.2.05.03 pada Program Pengelolaan Keuangan
Daerah Kegiatan Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Sub Kegiatan Pembinaan
Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota;

dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 9 Juni 2023

= ——

) Pim\wm SELAYAR,

53

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 9 Juni 2023
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BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023

NOMOR 759




